BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bghwa—kepgariwisataan, bagi

Sumatera Barat, merupakan sektor andalan dalag emba ekonomi
daerah di masa datang. Dominasi sektg n (5 alam struktur
perekonomian Sumatera Barat namun @ laha ng sangat terbatas

(13%) dari luas daratan propinsi ini, ditambah ting@ysejahteraan penduduk

yang rendah, mendasari pilihan 4t grao mi daerah dengan basis

kultural yang ideal (kemba()% ), juga menMjadi sinergik dengan program

pengembangan kepariwég%y erbaséaya. Demikian pula di Padang

Pariaman, kabupaten @ ]

untuk mengembar@ iwigataaH. Namun, pengembangan kepariwisataan
N

ternyata tidak i
fungsi dagg ya sec

ian i@eliputi beberapa objek wisata utama di kabupaten

a2 memiliki peluang dan potensi besar

Pa iama : Malibou Anai, Anai Resort, Lubuk Bonta, dan beberapa
objek wisata i. Temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut.
1. Konflik-konflik kepariwisataan wujud dalam bentuk:
a. Konflik terjadi antara investor dan pengelola objek wisata dengan
masyarakat setempat yang menimbulkan kerugian nyata pada investor

(kasus Malibou Anai), antara masyarakat setempat dengan “pihak
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tertentu yang tidak jelas” (seharusnya dengan pemerintah, tetapi karena

tidak terjadi counter dari lembaga pemerintah terkait maka “belum

memunculkan konflik ekspresif) seperti pada kasus Lubuk Bonta, antara

sesama anggota masyarakat setempat (kasu an retribusi objek

wisata pada hampir semua objek wisata). Q @
b. Wujud dalam bentuk ekspresif sepj gaima@}@njukkan oleh
kasus Lubuk Bonta berupa penja rhadap>tanah kawasan objek
wisata, yang secara ironis dik kan deng@rbitan sertifikat oleh
Badan Pertanahan Nasio @% anarkhis (sebagaimana

ditunjukkan oleh ka “o Anai, yang mengakibatkan terbakarnya

aparat pemerintah terkait dengan masyarakat sedempat dan di antara

fasilitas penginap ran, -lain di objek wisata tersebut,

dengan kerugia an rupﬁl/qzw

2. Sikap yang dituxj terhad

yang berocara bi .

Hou An@ satu pihak, terutama pada sebagian generasi

konflik cenderung membentuk dua kutub

konflik Malibou Anai cenderung didukung. Alasannya

ah b dakan keras diperlukan agar “orang luar” tidak semena-
mena @jarah dan mencari keuntungan di kampung mereka,
sementara mereka sendiri tidak memperoleh apa-apa. Sekalipun disadari
bahwa kepemilikan investor terhadap suatu objek wisata diperoleh
dengan modal sendiri yang besar, mereka berpendapat bahwa “orang

membantai kerbau besar di kampung mereka, masa mereka tidak
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memperoleh darah sekalipun?”. Sikap itu pun semakin kuat ketika
disinyalir objek wisata itu memfasilitasi maksiat, yang mencemari citra

moral msyarakat mereka. Di samping itu, mereka juga menyalahkan

Sebaliknya, di

alkan tn pemuda
yang anarkhis, karena di samping du me@ hukum juga

telah menimbulkan citra negatif b g eka dan menimbulkan
i;Zgu

dalam membuat kesepakatan pendirian objek

pengusaha/investor dan penguasa setempat y:: egois dan kolutif

saha/investor tetapi
juga di pihak masyarakat\ sstemp %bat hilangnya sebagian
kesempatan berusahgy @

. Kasus Lubuk Bon i cara dominan masyarakat yang

menjarah tana

tanah itu a@a
R

obj @ Bila@ pemerintah memintanya, silahkan ambil, asal

% antiru@amun di pihak lain, oleh sebagian kecil informan,

@'han itu dipandang sebagai “tindakan bodoh” tak terpuii,

sendiri, sebab dalam konteks otonomi daerah dan program kembali ke
nagari; pembangunan nagari secara dominan menjadi urusan dan

kewenangan masyarakat nagari itu sendiri, termasuk sektor pariwisata.
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c. Kasus perebutan retribusi objek wisata, baik antara masyarakat
setempat dengan aparat pemerintah terkait maupun di antara sesama

anggota masyarakat setempat. Oleh aparat pemerintah terkait, retribusi

(seperti pantai, air terjun, hutan, dan sebagainy ah aset negara,

objek wisata manapun harus masuk kas daerah ké&cena objek wisata itu

namun oleh masyarakat setempat objek tu di g sebagai
aset nagari sebagai ulayat, karenangari b%enikmatinya.

3. Solusi yang ditempuh, pertama-tama

indakan. hukum. Para perusuh
dalam kasus terbakarnya objek @Malibou &roses secara hukum

sesuai ketentuan yang berla n terapi nyelesaian kekeluargaan

perlaku, setempat tidak diabaikan. Namun

problematikanya ada@@ ya krﬁ@%pemayaan kepada tokoh yang
semestinya menjad@hn dan

4. Substansi konflik s gguhny

wisata, na%rena u@tan itu tidak tersalurkan secara baik (mungkin
tuntuta ereksp i dengan gamblang dan baik, tetapi yang paling
ééialah @cet” dan tidak berfungsinya fasilitas sosial bagi

D
ran @1 itu, seperti lembaga kepemimpinan setempat (baik

formal ma PN informal), sehingga menimbulkan kebuntuan dialogis.

&

ran sebagai penengah.

dlah tuntutan “pembagian kue” dari objek

Akibatnya, substansi tuntutan tidak terpahami (atau tidak ingin dipahami,
karena sikap arogan penguasa setempat, sikap yang dominan diperlihatkan
penguasa pada masa Orde Baru) dan pemuasan terhadapnya tidak

terpenuhi, sehingga meledak dalam bentuk konflik anarkhis.
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5.

B

Fungsi dan makna konflik. Konflik-konflik kepariwisataan di kabupaten
Padang Pariaman, sebagaimana digambarkan di atas, mengemban fungsi

dan makna kritis, korektif-evaluatif dan kohesif. Fungsi dan makna kritis dan

untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan aspekddeplogis yang relatif

masih begitu kuat dipegang oleh warga ms akat at, aspek

struktur dan sistem sosial yang relatif tj @r a ses W sinya, aspek-

korektif ditunjukkan oleh respons yang diberikan oleh pihak-pihak terkait

aspek yang berkaitan dengan per anah glayat yang seringkali
menjadi sumber konflik, dan as koordinasj kelembagaan yang
kurang baik serta sumberdaya ya if belum memadai. Fungsi
dan makana kohesif di 'uleh kesa n baru yang tumbuh dalam
menangani berbagai inv %,yang memperhatikan tuntutan

warga dan usaha tuntutan itu dengan mengutamakan

dialog, sepert@h
wisata Malmzzo ' i pthak investor maupun penguasa setempat.

usaha pembangunan kembali objek

4.2 &ran @
er n ke@n di atas, dan sejajar dengan fungsi dan makna kritis,

korektif dan keke&if dari konflik di atas, maka beberapa hal yang harus menjadi

%D

perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan kepariwistaan di Padang

Pariaman adalah:

1. Penghormatan dan pemahaman terhadap aspek ideologis masyarakat.

2.

Penegakan hukum secara adil dan beradab.

50



3. Pembenahan struktur masyarakat dan pembinaan sistem sosial yang
mengatur kehidupan mereka agar dapat bekerja secara baik dan fungsional

bagi kehidupan yang lebih baik.

mengembangkan aset mereka secara mandiri per do

4. Pemberdayaan masyarakat setempat untuk mampu mengelola dan
g dan difasilitasi.

@

5. Pembenahan kerjasama antar lembaga p

D

g(ntghan te sehingga

kebijakan satu lembaga tidak berk§|gatif <<?ap kebijakan

lembaga lain. Di samping itu, kualit erdaya>manusia, baik aparat

pemerintah dan pengelola maup asyarakat {ar objek wisata, perlu
ditingkatkan. @
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